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ABSTRACT

The government issued the latest tax regulations on value added tax (VAT), namely Law No. 42 of 2009 concerning the third amendment to Law No. 8 of 1983 concerning value added tax (VAT) and sales tax on luxury goods (VAT Law). This study uses a Qualitative Approach aimed to get a systematic, actual and accurate regarding problems in the research object. Data obtained by conducting a preliminary survey and documentation, so that the results of data processing can be used to make comparisons and evaluations of existing problems based on research conducted at PT. Bumi Menara Internusa.

Transactions related to VAT, if recorded or recorded based on the VAT law, then found some differences in the account balance for the period December 2018. Namely the supply of raw materials with the total purchase because the purchase of raw raw materials of shrimp or fresh fish from Fisheries is granted a VAT facility released on Bonded Zone so as to increase company profits.
Keywords: VAT facilities are released in Bonded Zone, Profit and Loss
ABSTRAK

Pemerintah menebitkan peraturan perpajakan terbaru mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu Undang - Undang No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (Undang – Undang PPN). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif bertujuan untuk mendapat secara sistematik, aktual dan akurat mengenai permasalahan pada obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan dan dokumentasi, sehingga hasil pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk membuat perbandingan dan evaluasi atas permasalahan yang ada berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Bumi Menara Internusa.

Transaksi yang berkaitan dengan PPN tersebut jika dicatat atau dibukukan berdasarkan undang – undang PPN, maka ditemukan beberapa perbedaan pada saldo akun periode Desember 2018. Yaitu persediaan bahan baku dengan total pembelian karena pembelian bahan baku udang maupun ikan segar utuh dari Perikanan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan pada Kawasan Berikat sehingga mampu menambah laba perusahaan.
Kata kunci : Fasilitas PPN dibebaskan pada Kawasan Berikat, Laba Rugi

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa akan menimbulkan adanya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang nantinya akan dihitung dan disetorkan ke kas negara sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dan pada dasar nya dalam beberapa waktu ini konsumsi masyarakat Indonesia akan barang dan jasa sangat melonjak, sehingga PPN dapat sangat membantu keuangan negara. Lain halnya dengan pajak yang dibayarkan oleh PKP untuk perolehan atau penyerahan BKP atau JKP. 

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang memuat informasi mengenai hasil operasi perusahaan, baik itu pendapatan  dan  pengeluaran selama periode tertentu laporan ini dapat dijadikan alat untuk memprediksi arus kas dimasa mendatang, banyak pemakai laporan keuangan yang memakai laporan laba rugi ini untuk memprediksi arus kas masa depan, seperti para investor dan kreditor. Para investor dan kreditor perlu untuk memprediksi arus kas perusahaan masa depan sebelum mereka menyuntikkan dana kepada perusahaan yang mereka nilai arus kas atau kinerjanya jelek dan mengandung resiko yang terlalu besar.

Pengaruh PPN dibebaskan terhadap Laba Rugi yaitu, pada penambahan jumlah perolehan laba Karena dengan adanya PPN dibebaskan mampu mengurangi biaya pembelian baik bahan baku yang sekali habis dalam pemakaian, maupun biaya packaging, dan perlengkapan lainnya dalam proses produksi.

Fasilitas PPN ini menyebabkan adanya pemutusan mata rantai pengenaan PPN dari produsen, distributor hingga ke konsumen paling akhir. Dari sisi penerimaan negara pun adanya fasilitas PPN dalam rangka pendek akan mengurangi penerimaan pajak. Tetapi dalam jangka panjang akan adanya kesempatan untuk sumber penerimaan baru dari perpajakan yang lain. Namun hal ini tidak menjadi masalah yang terlalu signifikan. Adanya pengorbanan dari sisi netralitas pengenaan pajak melalui fungsi regulered akan mencapai tujuan yang lebih positif yaitu peningkatan perekonomian yang lebih kondusif. Seperti sudah diketahui, fasilitas PPN pada umumnya ditunjukan untuk obyek tertentu saja. Sehingga untuk bisa mendapatkannya pengusaha harus selalu mengikuti peraturan terkait fasilitas ini. Terdapat reformasi dan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak ialah pembaruan sistem pelayanan, agar wajib pajak merasa nyaman dan mudah melakukan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua contohnya ialah wajib pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Surat Keterangan Bebas merupakan salah satu penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang landasan hukumnya berdasarkan PP No 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, menjadi PP No 38 Tahun 2003 atas perubahannya. Peraturan tersebut diberlakukan sejak 1 Januari 2001 dan berakhir pada 30 Oktober 2015. Dan peraturan yang digunakan setelahnya ialah PP No 69 Tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajakterkait alat angkutan tertentu 

yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.03/2015 tentang tata cara pemberian fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu. Undang-undang PPN mengenal fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan. Untuk perlakuan PPN di kawasan berikat, berlaku PPN tidak dipungut. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 16B UU tahun 1984 tentang PPN. Transaksi ini memiliki kode faktur pajak 07.Peraturan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat. Fasilitas PPN ini berlaku untuk: 

•
Kegiatan di kawasan tertentu/tempat tertentu di dalam daerah pabean.

•
Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.

•
Impor Barang Kena Pajak tertentu

.•
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

•
Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Kawasan berikat adalah tempat khusus untuk menyimpan/menimbun barang impor/barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean untuk diolah dan digabungkan. Hasil pengolahannya paling banyak digunakan sebagai barang eskpor. Untuk mendapatkan fasilitas PPN, pengusaha kawasan berikat harus membuat faktur pajak yang nantinya dilampirkan dalam SPT Masa. Penerapan kebijakan kawasan berikat dilakukan untuk meredam pelemahan ekspor akibat penguatan nilai tukar dollar. Fasilitas yang diberikan Direktur Jendral Pajak terkait pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut hanya dapat digunakan oleh perusahaan atau instansi tertentu salah satunya adalah PT. Bumi Menara Internusa. 

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh fasilitas PPN dibebaskan dalam kawasan berikat dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi periode 2018 PT Bumi Menara Internusa Surabaya.

2. Bagaimana perbandingan antara penerapan penggunaan fasilitas PPN di kawasan berikat dengan tanpa fasilitas pada PT. Bumi Menara Internusa.

Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Analisis perlakuan fasilitas PPN kawasan berikat yang dibebaskan dan pengaruhnya terhadap Laporan Laba rugi periode 2018 PT. Bumi Menara Internusa.

2. Untuk menganalisis bagaimana perbandingan antara penerapan penggunaan fasilitas PPN di kawasan berikat dengan tanpa fasilitas pada PT. Bumi Menara Internusa.
TINJAUAN TEORITIS

Pajak
  Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari definsi – definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dapat dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaanya dan dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi langsung kepada individu oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d.
Pajak diperuntukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sistem pemungutan yang dianut di Indonesia saat ini, adalah sistem menetapkan sendiri ( self assessment), yaitu ketetapan pajak yang di tetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan dalam surat pemberitahuan ( SPT ). 

Menurut Soup dalam Zain ( 2014:112 ): Sistem self assessment adalah tipe ke enam dari tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan dari bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong / pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. 
Selain partisipasi wajib pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga mengandung resiko terbukanya kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas, baik unilateral maupun bilateral serta mudahnya terjadi ekstorsi.

Menurut Resmi ( 2010:6 ), beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain 

a. Teori kepentingan

Toeri ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk.

b. Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya.

c. Teori asas gaya beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

d. Teori gaya pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak paga jasa – jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan nafas jiwa dan harta bendanya. Untuk kentingan tersebut diperlukan biaya – biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

Kawasan Berikat

 Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. (Sumber. KMK 291/KMK.05/1997 dan perubahannya).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat. Butir penting dalam PMK ini adalah pemberian relaksasi pembatasan fasilitas di Kawasan Berikat dengan memperluas ijin memasuki pasar domestik atas hasil produksi kawasan berikat dari sebelumnya hanya 25% menjadi 50%.

Pada kesempatan Kali ini Saya ingin menyoroti terkait pemberian fasilitas perpajakan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, yang berbunyi :

“Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor, diberikan atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/atau digabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat”
Yang menjadi permasalahan adalah fasilitas PPN/PPnBM yang diberikan atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/atau digabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat menurut Pasal 14 ayat (4) PMK ini berupa pembebasan dari pengenaan PPN. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1) yang memberikan fasilitas atas pemasukan barang tersebut berupa PPN tidak dipungut.

Fasilitas PPN di Kawasan Tertentu
Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 mengamanatkan pemberian fasilitas berupa PPN terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, salah satunya adalah untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean. Pasal 16B ayat (1) Undang-undang PPN 1984
“Pajak terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk semebtara waktu maupun selamanya, untuk : kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
1. penyerahan Barang kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
2. impor Barang Kena Pajak tertentu;
3. pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
4. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pebean diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Bentuk kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 adalah Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, terdiri dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan dan Karimun.

Tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 adalah Tempat Penimbunan Berikat yang dapat berbentuk Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat atau Kawasan Daur Ulang Berikat.

            Terkait Kawasan Berikat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013.
Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah terutama untuk mendukung berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Fasilitas berupa PPN terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, hakikatnya sama yaitu pembeli atau penerima jasa tidak perlu membayar PPN yang terutang dan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual atau pemberi jasa tidak perlu memungut PPN yang terutang. Yang membedakan dari kedua fasilitas PPN tersebut adalah dari sisi pengkreditan Pajak Masukannya.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, Pajak Masukan atas perolehannya dapat dikreditkan. Sementara atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Fasilitas PPN yang diberikan atas kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012.

Terkait pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/atau digabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat (salah satu bentuk Tempat Penimbunan Berikat), fasilitas PPN yang diberikan menurut kedua ketentuan tersebut berbeda satu sama lain. Jika menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 mendapat fasilitas berupa pembebasan dari pengenaan PPN, namun menurut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2012 mendapat fasilitas berupa PPN tidak dipungut.

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2012
“Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan berikat, dilakukan dengan ketentuan “:
1. dalam hal barang merupakan barang asal Luar Daerah Pabean, diberikan penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat;
2. dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut PPN dan/atau diberikan pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat”

Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Sukardji ( 2010:22 ) yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk komsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun badan. pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, Waluyo dalam Ela (2014:238 ). Jadi PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean.

Di dalam UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4 pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

2. Impor barang kena pajak.

3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

5. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

Fasilitas PPN 
Berdasarkan pasal 16 B UU PPN Tahun 2009 tentang Fasilitas PPN ini sebenanya memang sengaja dibuat. Alasan utamanya adalah keberadaan fasilitas PPN yang sudah baku. Fasilitas PPN ini menyebabkan adanya pemutusan mata rantai mengenai PPN dari produsen, distributor hingga ke konsumen paling akhir. Namun hanya fasilitas ini dapt menarik investor untuk masuk di Indonesia.

Fasilitas PPN terbagi lagi dalam 2 varian, yaitu PPN Terutang tidak dipungut dan PPN Dibebaskan. Dua fasilitas tersebut bisa dibedakan dari sisi pengkreditan pajak masukannya. Pajak masukan yang telah dibayar atas transaksi yang terkait langsung dengan PPN Dibebaskan tidak dapat dikreditkan pajak masukan yang telah dibayar. Sementara jika PPN tidak dipungut, maka pajak masukan yang telah dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai fasilitas ppn di bebaskan yang terdapat pada kawasan berikat telah banyak diteliti dengan penelitian yang berbeda. Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang akan dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Prasetyo dwi nugroho, Ratnawati kurnia Jurnal  Universitas presiden,akutansi 2018
Pengaruh Orientasi Pasar dan Penghindaran Pajak terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pajak oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) yang Terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean. 1. orientasi pasar berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyalahgunaan fasilitas pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat 2. penghindaran pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyalahgunaan fasilitas pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
Deby Valentina Jurnal Manajemen Universitas Tarumanagara,2018

Analisis pengawasan serta pengaruh kawasan berikat terhadap arus kas,beban pajak dan aktifitas ekspor.

 fasilitas kawasan berikat pada PT. XYZ masih layak diimplementasikan terhadap kegiatan ekspor- impor perusahaan dengan menganalisa manfaat yang diterima dari segi perpajakan.
Olgi risnanda Jurnal UIN SUSKA riau Akuntansi ,2019

‘’Prosedur Pengeluaran Barang impor terhadapPenangguhan Bea Masuk melalui Kawasan Berikat di Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada KantorPengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan pada perusahaan yang penyerahaanya mendapat fasilitas PPN dibebaskan, dimana kewajiban perpajakan itu dilihat dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan laporan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir
METODE PENELITIAN


Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian menganalisis sumber data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ada dan didukung oleh data laporan laba rugi perusahaan dengan pendekatan studi kasus.

Informan Penelitian
Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono,“teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:300).

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54).

Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Fokus dan Dimensi Penelitian


Adapun fokus dan dimensi yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Batasan penelitian :

· Penelitian difokuskan pada transaksi pembelian dengan fasilitas yang terdapat di kawasan berikat yang di mana PPN nya di bebaskan.                                                                                                                                                                                                                      Data yang digunakan adalah data sekunder selama tahun  2018.
Lokasi Penelitian


Dalam rangka mendapatkan data untuk menyusun skripsi ini, penulis mengadakan penelitian pada PT. Bumi Menara Internusa yang beralokasikan di Jl. Margomulyo no. 4E Surabaya Jawa Timur.

Jenis Data


Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif terdiri dari kumpulan data yang berupa angka seperti data pembelian dan laporan laba rugi perusahaan periode 2018. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan.


Sumber Data


Data – data yang dikumpulkan oleh penulis yang kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan tujuan penulis, data dan informasi tersebut yang bersumber dari :

1. Data Primer, yaitu data yang berupa data subyek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data tentang aktivitas operasional perusahaan yang terjadi Tahun 2018, mengenai laporan keuangan PT. Bumi Menara Internusa

2. Data Sekunder, yaitu data yang berupa catatan – catatan perusahaan dan lampiran – lampiran serta literatur yang berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan gambaran umum tentang perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data-data yang relevan maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1.
Studi kepustakaan (library research)

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mempelajari buku-buku serta literatur sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam penyeleseian masalah.

2.
Studi lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian. Adapun teknik yang digunakan yaitu :

a.  Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan Staf accounting tax PT.Bumi Menara Internusa, Bpk Tony,S.E dan pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
Metode Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam menyusun skripsi ini adalah menganalisa dengan menggunakan metode yaitu :

3.7.1  Editing

Yaitu proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut, memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data.

3.7.2 Tabulasi

Yaitu mencatat atau menginput data kedalam tabel induk penelitian.

3.7.3 Analisis kualitatif

Adalah suatu cara pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat atau kata-kata yang berfungsi sebagai penjelasan atas analisa data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis laporan pembelian yang medapatkan fasilitas di kawasan berikat untuk menperkecil biaya pengeluaran dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi PT. Bumi Menara Internusa

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis Laporan Keuangan
Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai atas transaksi perolehan BKP yang dipergunakan PT Bumi Menara Internusa. Pencatatan persediaan PT Bumi Menara Internusa menggunakan medote perpetual, sedangkan untuk menentukan Harga pokok persediaan menggunakan metode rata – rata. 
Pembelian yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan yaitu pembelian bahan baku yang langsung pada tambak perikanan berupa udang segar maupun ikan segar dalam keadaan utuh yang belum mengalami proses apapun sehinga bahan baku tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan pda kawasan berikat. Pembelian ada dua jenis yaitu pembelian bahan baku dan pembelian bahan pendukung.

Berikut ini adalah tabel daftar pembelian yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan untuk proses produksi yang dilakukan PT. Bumi Menara Internusa selama tahun 2018:

Tabel 1

Laporan Laba Rugi 2018 PT.Bumi Menara Internusa
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Perlakuan akuntansi atas pembelian barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan pada kawasan berikat dalam laporan laba rugi.

Dalam laporan laba rugi di atas dapat di simpulkan bagaimana PPN bisa menjadi unsur tambahan dari HPP dan biaya umum dan administrasi yang mampu menambah laba pada PT. Bumi Menara Internusa.

1. Pembelian bahan baku, bahan pembantu yang include dengan PPN, dalam arti PPN dari pembelian bahan baku tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan maka akan menjadi tambahan harga dari persediaan dan setelah digunakan dalam proses produksi karena pembelian udang maupun ikan segar utuh mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan.

2. Pembelian peralatan produksi atau pembelian bahan pendukung yang dikenakan PPN, dimana PPN tersebut akan menjadi perolehan aktiva tersebut dan juga akan mempengaruhi biaya penyusutan dalam biaya Overhead Pabrik. Contoh, pembelian peralatan untuk pengolahan dalam proses produksi.


Pada Laporan Laba Rugi tabel 4.5 terdapat kesalahan pada pencatatan laporan keuangan tersebut, dimana untuk penjualan kepala dan kulit udang yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan seharusnya total nilai DPP yaitu Rp. 52.683.366.488 yang dimasukkan, nilai PPN 10% dari DPP mendapatkan fasilitas dibebaskan. Sedangkan untuk pembelian bahan produksi yang dari perikanan berupa udang dan ikan fresh utuh yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan juga nilai DPP saja yang dimasukkan pada Laporan Laba Rugi dan 10% dari DPP tidak perlu ditambahkan karena adanya fasilitas PPN dibebaskan. Berikut Laporan Laba Rugi PT. Bumi Menara Internusa yang telah dianalisis karena adanya fasilitas PPN dibebaskan.
Laporan laba rugi PT.Bumi Menara Internusa yang telah di koreksi dan dianalisis dengan adanya fasilitas PPN

Tabel 2

 Laporan Laba Rugi 2018 PT.Bumi Menara Internusa
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Pengaruh PPN terhadap Laporan Laba Rugi periode 2018 pada  PT. Bumi Menara internusa 

Dari hasil laporan laba rugi PT. Bumi Menara Internusa untuk tahun 2018 dapat diketahui bahwa Laporan Rugi tabel 4.6 pada Laporan tersebut baik penjualan limbah kepala dan kulit udang maupun pembelian tersebut dikenai PPN sehingga laba perusahaan hanya mencapai Rp. 41.243.118.740 setelah dikoreksi karena penjualan limbah kepala dan kulit udang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, dan pada pembelian bahan baku tersebut juga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan karena bahan baku yang dibeli dari perikanan berupa udang segar maupun ikan utuh juga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sehingga laba rugi PT. Bumi menara internusa menjadi Rp. 46.494.293.742 dapat dilihat pada tabel 4.8, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.251.175.002 hal ini berpengaruh terhadap penjualan dan harga pokok pembelian sehingga Laba perusahaan juga akan berpengaruh yaitu Laba menjadi lebih besar.

Dari pnejelasan di atas dapat di ketahui bagaimana fasilitas PPN dibebaskan tersebut mampu mempengaruhi Laba Rugi Perusahaan sehingga mampu menambah pendapatan karena adanya fasilitas ppn di bebaskan pada kawasan berikat.

Perlakuan Perpajakan Atas Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak yang Mendapatkan Fasilitas PPN Dibebaskan pada Kawasan Berikat.

Dalam pelaporan tersebut PT. Bumi Menara Internusa tidak dapat mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukannnya tetapi PT. Bumi Menara Internusa berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan pajak pertambahan nilai yaitu masih harus tetap lapor dan di dalamnya harus seluruh penjualan dan pembeliannya walaupun semua penyerahan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan.

Kerjasama antar suplier untuk pengadaan bahan baku dimulai dari penwaran dari suplier, selanjutnya persetujuan dari PT. Bumi Menara Internusa, setelah ada persetujuan PT. Bumi Menara Internusa membuat purchased order dan dikirimkan ke supplier yang berisi kuantitas dan kesepakatan harga yang telah disepakati, setelah itu pada saat barang dikirim PT. Bumi Menara Internusa mendapatkan surat jalan dan pada saat itu pula tanggal dimana faktur pajak dibuat atas penyerahan tersebut, apabila pembayaran memang belum terjadi sebelum penyerahan.

Begitu juga dengan penyerahan limbah ternak kepala dan kulit udang ( finishing good ) kepada pihak customer juga terutang PPN tetapi mendapat fasilitas di bebaskan. Pembayaran hanya pada DPP saja. Dimulai dari penawaran, apabila harga telah disetujui oleh customer maka barang akan dipersiapkan untuk dikirim, pada saat barang tersebut dikirim berserta surat jalannya pula faktur pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan tersebut harus dibuat PT. Bumi Menara Internusa melakukan penagihan setalah satu minggu barang tersebut dikirim sesuai dengan invoice, surat jalan, faktur pajak dan surat tagihan

Selanjutnya, pembuatan dan pelaporan SPT masa PPN, dari semua faktur pajak masukan dan keluaran direkap kedalam SPT masa PPN, disini yang bertugas adalah bagian Account Receivable untuk merekapnya. Disini bagian Account Receivable mendapatkan faktur pajak masukan dari bagian pembelian, dan untuk faktur pajak keluaran yang membuat adalah bagian Account Receivable sendiri dengan didukung oleh faktur penjualan dari bagian sales dan marketing.

Semua perolehan barang maupun jasa akan masuk dalam formulir SPT PPN 1111 B3 yang dimana itu adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas dibebaskan pada kawasan berikat. Karena telah dimasukan dalam B3 tersebut maka divisi Accounting telah dapat mengakuinya sebagai biaya. Apabila tidak menjadi biaya maka seharusnya akan masuk dalam formulir SPT PPN 1111 B2 dan dapat dikreditkan.

Dalam membuat SPT masa PPN bagian Account Receivable menginput dan merekap faktur pajak keluaran dan masukan mengunakan e-SPT PPN. Tidak ada penyetoran kurang bayar SPT masa PPN tersebut karena semua penjualan mendapat fasilitas PPN dibebaskan tetapi diwajibkan untuk melaporkannya, SPT masa PPN dilaporkan ke KPP paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah SPT masa PPN dilaporkan pada bulan berikutnya atas rekap dari bulan SPT masa PPN yang bersangkutan maka akan mendapatkan tanda terima dari KPP, dan tanda terima beserta faktur pajak masukan dan keluarannya untuk bulan tersebut disimpan sebagai arsip.

SIMPULAN

 Berdasarkan hasil pengujian serta analisis yang telah dilakukan dalam penelitian terhadap PT. Bumi Menara Internusa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.
Pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan pada Kawasan Berikat yang telah memberikan dampak yang besar terhadap Laporan Laba Rugi PT. Bumi Menara Internusa dimana jumlah pajak masukan akan menjadi unsur – unsur yang mempengaruhi dari Harga Pokok Penjualan,biaya – biaya umum dan administrasi lainnya akan menjadi nilai tambah didalamnya karena PPN tersebut tidak dapat dikreditkan sehingga Laba perusahaan bertambah.

2.
Bahwa dengan adanya pajak masukan yang dibebankan sebagai biaya, secara otomatis akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak Perusahaan, tetapi disisi lain, pajak penghasilan yang dibayar menjadi lebih kecil dengan bertambahnya harga perolehan dari PPN tersebut. Dilihat dari PPN pembelian bahan baku berupa udang maupun ikan segar utuh karena pembelian pada perikanan tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan maka merupakan tambahan Laba bagi PT. Bumi Menara Internusa.

 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan keputusan penelitian maupun kebijakan perusahaan sebagai berikut :

1.    Bagi akademisi, dalam penelitian berikutnya akan lebih baik jika penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi fasilitas PPN di bebaskan pada Kawasan Berikat.
2.    Perusahaan sebaiknya menerapkan lead time tax accounting untuk meminimalisir terhadap kesalahan dalam pelaporan pajak yang baik dan tepat waktu. Karena dalam penelitian yang sudah di lakukan penulis terdapat keterlambatan dalam pelaporan pajak,selain itu pihak perusahaan harus menerapkan peraturan yang lebih disiplin terhadap departemen yang berhubungan dengan pelaporan pajak seperti bagian purchasing,accounting agar lebih berkoordinasi dengan kawasan berikat agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan yang dapat merugikan perusahaan, seperti hasil penelitian di atas karena kurang nya koordinasi terhadap kawasan berikat yang seharusnya limbah kulit atau kepala kulit udang yang seharusnya mendapatkan fasilitas ppn di bebaskan pada kawasan berikat terlaporkan tanpa menggunakan fasilitas tersebut.
3.    Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut namun dengan menggunakan proksi lain sehingga dapat memperluas kajian mengenai fasilitas PPN di bebaskan pada Kawasan Berikat. 
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